BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengenai
Optimalisasi Fungsi Pengawasan Badan permusyawaratan desa (BPD) Di Desa

Naibone, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Menetapkan Standar (standards) standar, strategi, asas, jenis komunikasi serta
pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait
kinerja kepala desa dan juga penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Naibone
sudah baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.

2. Pengukuran (measurement) keberhasilan, manfaat dari program serta
maksimalnya interaksi dalam suatu sistem pemerintahan merupakan unsur yang
menentukan optimalnya fungsi pengawasan. Jika dilihat dari segi manfaat dari
program yang dijalankan maka fungsi pengawasan di Desa Naibone terkait
dengan kinerja kepala desa dan juga penyelenggaraan pemerintah desa dapat
dikatakan optimal, namun jika dilihat dari segi keterbukaan, komunikasi dan
interaksi fungsi pengawasan dapat dikatakan optimal karena masih kurangnya
unsur keterbukaan, komunikasi dan interaksi yang maksimal.

3. Membandingkan (compare) antara pemilihan jenis program dan implementasi
program di Desa Naibone dapat dikatakan hampir maksimal alasannya adalah

dilihat dari manfaatnya yang dapat menjawabi kebutuhan masyarakat namun
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dalam implementasinya masih kurangnya unsur keterbukaan serta masih
adanya perilaku nepotisme.

4. Melakukan Tindakan (action) berkaitan dengan hambatan serta kendalakendala
yang ditemukan dalam melaksanakan pengawasan serta solusi yang diupayakan
dalam penyelesaiannya. Hambatan yang ditemukan oleh BPD adalah masih
kurangnya dana khusus BPD, kondisi geografis dusun yang berjauhan dan
kurangnya keterbukaan kepala desa serta kurangnya komunikasi dan interaksi
sehingga menyulitkan pelaksanaan fungsi pengawasan. Hambatan yang dialami
oleh masyarakat adalah bahwa masyarakat tidak dilibatkan untuk melakukan
pengawasan serta tidak adanya media publik untuk menyampaikan aspirasinya.
Solusi yang ditawarkan oleh BPD adalah mengupayakan agar kepala desa lebih
terbuka, proses komunikasi secara virtual namun belum maksimal serta
pembentukan media publik sebagai media untuk menampung aspirasi
masyarakat. Upaya yang ditawarkan tidak bisa diterapkan lagi kepada penjabat
desa namun akan diterapkan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang
dipimpin oleh kepala desa yang baru.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti

dapat memberikan saran yaitu :

1. Badan permusyawaratan desa harus lebih aktif dalam melaksanakan fungsi
pengawasannya, melibatkan masyarakat Desa Naibone untuk ikut

melaksanakan pengawasan, memaksimalkan komunikasi dan interaksi serta
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lebih memaksimalkan asas keterbukan dan mencegah nepotisme demi
keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Badan permusyawaratan desa diharapkan bisa membentuk suatu media publik
untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat terkait kinerja kepala
desa dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Badan permusyawaratan desa diharapkan agar lebih banyak mempelajari dan
memahami tugas pokok dan fungsinya serta meluangkan waktu untuk saling
berkomunikasi antar BPD sehingga bisa membahas hal-hal krusial yang
membutuhkan solusi.

. Pemerintah desa Naibone diharapkan agar lebih terbuka dan
mengimplementasikan program kerja secara merata tanpa membeda-bedakan
masyarakat desa.

Masyarakat desa diharapkan agar bisa ikut berpartisipasi aktif dalam

melaksanakan pengawasan baik secara fisik maupun non fisik.
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